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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat
dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja KPP Pratama Maumere Tahun 2024 dapat

diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere Tahun 2024 ini
disusun sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif. Ini merupakan bentuk
transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan good governance, dan juga berfungsi
sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Maumere secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya.
LAKIN ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Reviu atas Laporan Kinerja;

3. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Hal
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.

Tahun 2024, KPP Pratama Maumere diamanatkan target penerimaan sebesar
Rp326.529.297.000, meningkat sebesar 22.43% dari target penerimaan tahun 2023. Suatu
kebanggaan bagi KPP Pratama Maumere mendapat kepercayaan berupa target yang diberikan.
Dengan didukung perkembangan perekonomian dan sumber daya manusia yang handal dan
berintegritas, target yang telah diberikan tersebut dapat dituntaskan dengan realisasi sebesar
100.58% atau Rp328.411.182.221 dan mengalami peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak

sebesar 14.38% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Dengan disusunnya LAKIN KPP Pratama Maumere, kami berharap dapat memberikan
informasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi instrumen untuk evaluasi yang
relevan atas kinerja pegawai di KPP Pratama Maumere. Tidak lupa kami selalu mengharapkan
adanya masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Maumere yang

berkesinambungan sehingga selalu dapat berkontribusi lebih pada Direktorat Jenderal Pajak.

Sikka, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere,

Ricky Dirgantara
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas
kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur pada Perpres
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun serta menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik.
Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPP Pratama
Maumere pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam Laporan Kinerja
(LAKIN) Tahun 2024.

Tahun 2024, KPP Pratama Maumere memberikan dukungan penuh terhadap persiapan
implementasi sistem inti baru Core Tax yang akan diterapkan pada Tahun 2025. Sebagai bagian
dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan, Core Tax menjadi
terobosan penting dalam pengelolaan data perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi.
Komitmen KPP Pratama Maumere untuk memastikan transisi yang mulus melalui langkah-
langkah persiapan yang matang sepanjang tahun 2024 menjadi contoh nyata dari penerapan
nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas. Meskipun tantangan besar akan
dihadapi di tahun 2025, strategi yang baik dan sinergi yang solid akan menjadi kunci dalam
menghadapi masa transisi dan adaptasi implementasi Core Tax.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pengelolaan yang transparan dan akuntabel, yang juga
tercermin dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) 2024. Mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaporan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPP Pratama Maumere menyampaikan capaian kinerja
selama Tahun 2024 melalui analisis dan evaluasi kinerja, sehingga diharapkan akan mampu
menjadi instrumen peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dasar pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Maumere Tahun 2024 mengacu pada
kebijakan yang telah ditetapkan dalalm Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2020 — 2024, Rencana Kerja KPP Pratama Maumere Tahun 2024, Rencana Kerja
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Anggaran KPP Pratama Maumere Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama
Maumere Tahun 2024.
B. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere adalah salah satu unit instansi vertikal
Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Tugas Pokok KPP Pratama Maumere
adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, dan pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak
di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan
informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, KPP Pratama Maumere mempunyai fungsi
melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian di bidang Tata Usaha pada Subbagian Umum
dan Kepatuhan Internal; Penjaminan Kualitas Data; Pelayanan Perpajakan; Pengawasan
Perpajakan; Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; serta Pembinaan Kelompok Tenaga
Fungsional dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan teknis.

C. Fungsi
Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugasnya, KPP Pratama Maumere mempunyai

fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
Pendaftaran Waijib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Waijib Pajak;
Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

N o g bk~ oD~

Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Waijib Pajak maupun
masyarakat;

Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

Pendataan, pemetaan Waijib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan,;

10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
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12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;

13. Pemutakhiran basis data perpajakan;

14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal,

17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

20. Pelaksanaan administrasi kantor

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi KPP Pratama Maumere adalah sebagai berikut.

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan
pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,
internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan,
serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan,
pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang
berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil
penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan
dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta
melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk
hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Waijib
Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan
konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan,
saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat,

pemenuhan hak Waijib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan
|
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dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui
pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud,
pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta
melakukan penatausaan pituang pajak dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan
penagihan.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi |, II, lll, IV, dan V mempunyai tugas melakukan
analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Waijib Pajak mematuhi
peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan
tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping)
subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan
informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan
tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan
pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penebritan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) melakukan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan
penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan,
pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadmisitrasian dokumen dan berkas
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang

keahliannya.
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E. Kondisi Internal
1. Komponen Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere per 31 Desember 2024
adalah 68 orang yang merupakan suatu kekuatan sumber daya manusia dalam rangka
pelaksanaan tugas dan kegiatan. Adapun rincian pegawai adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah
1 Kepala Kantor 1
2 | Kepala Seksi 8
3  Kepala Subbagian 1
4 Kepala KP2KP 1
5 Fungsional Pemeriksa Pajak 5
6 | Fungsional Penyuluh Pajak 3
7 Account Representative 15
8 Pelaksana 34
Jumlah 68

Tabel 1 Rincian Pegawai KPP Pratama Maumere Berdasarkan Jabatan

b. Berdasarkan Pendidikan

No Seksi smu D1 D3 SV s2  Jumlah
1 | Kepala Kantor - - - 1 - 1
2  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal - 4 5 - 1 10
3  Seksi Penjaminan Kualitas Data 2 1 - 1 4
4 | Seksi Pelayanan 2 5 2 - 1 10
5 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan - 2 3 1 1 7

Penagihan
6 Seksi Pengawasan | - - 1 3 2 6

7 Seksi Pengawasan Il - - 1 3 - 4
8 Seksi Pengawasan lll - - 1 2 1 4
9 Seksi Pengawasan IV - - 2 1 1 4
10 Seksi Pengawasan V - - 2 2 1 5
11 Fungsional Pemeriksa Pajak - - 1 3 1 5
12 Fungsional Penyuluh Pajak - - - 3 - 3
13 KP2KP - 2 2 - 5

Jumlah 2 15 21 19 11 68

Tabel 2 Rincian Pegawai KPP Pratama Maumere Berdasarkan Pendidikan

. __________________________________________________________________________________________|
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c. Berdasarkan Golongan

No Seksi Gol. Il Gol. Il Gol.IV Jumlah
1 Kepala Kantor - 1 - 1
2 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 9 1 - 10
3 | Seksi Penjaminan Kualitas Data 3 1 - 4
4  Seksi Pelayanan 7 3 - 10
5 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan 6 1 - 7
Penagihan
6  Seksi Pengawasan | 2 4 - 6
7 | Seksi Pengawasan Il 2 2 - 4
8 | Seksi Pengawasan llI 1 3 - 4
9 | Seksi Pengawasan IV 3 1 - 4
10 Seksi Pengawasan V 3 2 - 5
11  Fungsional Pemeriksa Pajak 1 4 - 5
12 Fungsional Penyuluh Pajak - 3 - 3
13  KP2KP 4 - 1 5
Jumlah 41 26 1 68

Tabel 3 Rincian Pegawai KPP Pratama Maumere Berdasarkan Golongan

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN

Wanita
31%

Pria
69%

2. Kondisi Internal Lainnya
a. Peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi landasan dan acuan dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan;
b. Saranadan prasarana senantiasa dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan
internal dan perencanaan secara umum untuk menunjang kinerja dan mencapai

penerimaan yang maksimal;
|
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c. Anggaran penggunaan dana untuk terjaganya aset dan operasional yang lebih efektif
dan efisien;

d. Komunikasi yang intensif dan akrab antarseksi dan pegawai dalam rangka
peningkatan sinergi yang baik di semua lini;

e. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus ditingkatkan
dengan melakukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan demi terlaksananya

tugas yang diemban dengan baik.

F. Kondisi Eksternal

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;

2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN serta
aturan dalam lingkup yang lebih spesifik beserta dinamika perubahannya;

Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja pemerintahan;

4. Beroperasinya Pos Pelayanan Pajak di Kabupaten Lembata, yaitu di Jalan Trans
Lembata, Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Lembata;

5. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan masyarakat yang meningkat disebabkan oleh
sosialisasi yang intensif di semua daerah;

6. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat semakin memudahkan akses data
perpajakan, pembayaran maupun pelaporan;

7. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas meliputi tiga kabupaten yakni Kabupaten Sikka,
Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata. Kabupaten Flores Timur dan
Kabupaten Lembata memiliki tiga pulau besar yang terpisah dari daratan Flores yaitu
Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata;

8. Perjalanan ke Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur memakan waktu kurang
lebih 3 - 4 jam melalui jalur darat. Dan untuk ke Pulau Adonara dan Solor, waktu tempuh
perjalanan dari Pelabuhan Larantuka, Flores Timur sekitar 30 - 45 menit. Sedangkan
untuk menuju ke Kabupaten Lembata, menempuh perjalanan perjalanan darat dan laut
dengan total lama waktu perjalanan kurang lebih 5 - 7 jam;

9. Komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat, organisasi UMKM, dan pemerintah
kabupaten terkait demi mewujudkan masyarakat yang sadar pajak dan perbaikan data
perpajakan.
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G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Maumere Tahun 2024 adalah

sebagai berikut.

1.

Bab | Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang
dihadapi organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja, berisi uraian ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis dan
penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja, berisi penjelasaian capaian kinerja untuk setiap sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi
anggaran yang digunakan, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan, dan
capaian lainnya seperti penghargaan.

Bab IV Penutup, berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 — 2024, capaian
pembangunan 2015 — 2019, dan tantangan perekonomian 2020 — 2024, Visi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 — 2024 adalah ‘Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong'.
Terdapat 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, satu
diantaranya merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Agenda tersebut adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam
Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat 2 (dua) indikator pada Target
Pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.
2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 — 2024, DJP
menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP
sepanjang Tahun 2020 — 2024 sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal
adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile,
efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal,

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi,

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja.

Utamanya, capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut.

. __________________________________________________________________________________________|
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Peng

Tujuan/ Sasaran
Strategis

Kebijakan fiskal vang
ekspansif konsolidatif

Penerimaan negara
dari sektor pajak yang
optimal

Indikator Kinerja

elolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Indeks efektivitas
kehijakan fiskal dan
sektor keuangan

rimaan Negara yang Optimal

Persentase realisasi

Target

2020

100%

2021

100%

2022

100%

2023

100%

2024

1005%

uic

Dit. PP |,
Dit. PP 11,
Dit. PI

seluruh unit

rasi dan Layanan Publik ya

ng Agile,

. 1005 100% 100% 100% 100%
penerimaan pajak eselon Il
Tingkat efektivitas Dit. PR,
pengawasan dan Dit. DIP,
penegakan hukum 100% 100% 100% 100% 100% | Dit. IP, Dit.
perpajakan P2, Dit.
Gakkum

31 Organisasi dan SDM Indeks kepuasan seluruh unit
yang optimal publik atas layanan 100% 100% 100% 100% 100% | eselon |l
Car
32 Sistem informasi yang Persentase Dit. TPB
andal dan terintegrasi penyelesaian proyek
strateqgis TIK 197 nesa 48,05 87,83 100
33 Pengendalian dan Indeks persepsi Dit. KITSDA
Pengawasan internal integritas pegawai BO B25 BS 875 90

yang bernilai tambah

Tabel 4 Indikator Kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis DJP Tahun 2020 - 2024

IKU ini merupakan turunan dari Renstra Kemenkeu. Uraian dan target disesuaikan untuk
lingkup DJP;

Pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (core tax administration

system), target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 — 2024;
Sesuai hasil Konsinyasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 — 2024, Bali, Agustus 2019.
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Dan berikut adalah kerangka pendanaan Program TA 2021 — 2024 (dalam jutaan rupiah)

Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Program

2021 2022 2023 2024
Program Kebijakan Fiskal 2658 2.870 3100 3348
Program Pengelolaan 1.435.026 1549828 1673.814 1.807.719

Penerimaan Negara

Program Dukungan Manajemen

Legislasi dan Litigasi 3324 3.590 3877 4187
Pengelolaan
Kaomunikasi dan 241 260 281 303
Informasi Publik
Pengendalian dan
Pengawasan Internal =137 5163 G062 6547
Pengelolaan
Keuangan, BMN, dan 2736740 2955680 3192134 3.447505
Urmum
Pengelolaan
Organisasi dan SDM 2.839.760 3.066.941 3.312.296 3577280
Pengelolaan Sistem
Informasi dan 1.079.500 1.071.080 B47.313 1.323.297
Teknologi

Total Pagu 8.102.445 8.655.861 9.038.876 10.170.185

Tabel 5 kerangka pendanaan Program TA 2021 — 2024 (dalam jutaan rupiah) pada Renstra DJP Tahun 2020 - 2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran 10 (sepuluh) sasaran strategis yang hendak dicapai, KPP Pratama
Maumere telah menyusun Perjanjian Kinerja KPP Pratama Maumere Tahun 2024 yang terdiri
dari 20 Indikator Kinerja serta anggaran yang dikeluarkan tiap Program/Kegiatan. Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere disusun berdasarkan Manual
IKU yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024
Tanggal 30 Januari 2024 Hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator
Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two
sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun

2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini telah disusun oleh Sekretariat Direktorat
|
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Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI yang
pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN,

arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Perjanjian Kinerja ditandatangani secara

elektornik oleh Bapak Pratikno selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dan

Ibu Nurbaet Munawaroh selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa

Tenggara pada tanggal 31 Januari 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi KPP dengan pelayanan terbaik dalam menghimpun penerimaan negara

demi tercapainya Visi dan Misi DJP dan berkontribusi positif untuk kemajuan daerah

Sikka, Flores Timur, dan Lembata.

b. Misi

Menjamin penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan waijib pajak

yang paripurna dengan

1) Menjangkau, menyapa, membimbing dan mengedukasi wajib pajak dengan

memanfaatkan teknologi informasi;

2) Mengawasi kepatuhan waijib pajak dengan prinsip Follow The Money;
3) Bekerja dengan CINTA dan MANISE.

c. Moto, Janji Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan
1) Moto KPP Pratama Maumere adalah MANISE, yaitu:

Maju — memberikan pelayanan yang terbaik dan terdepan;

Amanah — memberikan pelayanan sesuai amanah Undang-Undang;

Niat — melayani dengan niat yang tulus;

Inovasi — selalu berinovasi dalam pelayanan demi kepuasan wajib pajak;
Sinergi — bersinergi dengan wajib pajak sebagai mitra dalam membangun
negara;

Empati — peduli akan kebutuhan dan keluhan waijib pajak.

2) Janji Pelayanan

Janji Pelayanan KPP Pratama Maumere adalah Melayani dengan CINTA (Cepat,

Ikhlas, Nyaman, Transparan, Akuntabel).

3) Maklumat Pelayanan

“‘Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai

standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami
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siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
ke depan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Maumere mempunyai tujuan dan sasaran-sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan
1) Tujuan Pelayanan
¢ Meningkatkan tingkat kesadaran/kepatuhan di bidang perpajakan;
¢ Menunjang sistem perpajakan self assessment;
o Memenuhi dan meningkatkan kepuasan masyarakat;
e Mengurangi sikap apriori Wajib Pajak.
2) Tujuan Pengawasan
¢ Meminimalisasi tax evasion (penggelapan pajak);
¢ Menciptakan rasa keadilan;
¢ Mengamankan target penerimaan;
¢ Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3) Tujuan Penegakan Hukum
e Menciptakan keadilan;
o Mengamankan dan meningkatkan target penerimaan pajak;
¢ Menciptakan kepastian hukum;
e Meningkatkan kepatuhan Waijib Pajak.
4) Tujuan Fiskal
¢ Menghimpun penerimaan dari sektor pajak;
¢ Meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.
5) Tujuan Kelembagaan
¢ Meningkatkan kualitas SDM yang memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat;
e Meningkatkan kinerja pegawai;

o Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang ada.

. __________________________________________________________________________________________|
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b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara
nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere mempunyai sasaran-sasaran

yang ingin dicapai sebagai berikut.

1) meningkatkan kinerja penerimaan;

2) meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan melalui data pegawai
negeri sipil, honorer, serta usahawan di tiga kabupaten;

3) melakukan analisis terhadap wajib pajak yang akan dimasukkan ke kategori wajib
pajak strategis;

4) mengoptimalkan pengumpulan data lapangan,;

5) penggalian potensi sektor hasil bumi, bahan bangunan, bengkel, perdagangan,
dan dana desa;

6) melakukan kegiatan penagihan aktif lebih awal dan melakukan pelelangan objek
sitaan;

7) melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan;

8) menyukseskan dan mendukung program Pembaruan Sistem Administrasi

Perpajakan di periode yang akan datang.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut.

a. Kebijaksanaan
Dalam Upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, disusun

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijadikan pedoman, yaitu:

—

) Peningkatan kualitas pelayanan;
2) Pencapaian rencana peneriman PPh;
3) Pencapaian rencana penerimaan PPN;
4) Pencapaian rencana penerimaan PBB;
5) Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
b. Program
Sebagai Implementasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan,

disusun program-program sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kepatuhan WP;
|
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2) Meningkatkan kualitas pelayanan;

3) Meningkatkan pengawasan WP;

4) Meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan;

5) Mengelola Anggaran secara Optimal;

6) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia.

. __________________________________________________________________________________________|
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BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Maumere pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki
capaian sebesar 109.11. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
sebelumnya yang mencapai 110.98. Berikut adalah perbandingan capaian NKO KPP Pratama
Maumere 2023 dan 2024.

Tahun Q1 Q2 Q3 Q4
2023 107,04 106,82 108,07 110,98
2024 102,19 105,92 101,72 109,11

Tabel 6 Perbandingan Capaian NKO KPP Pratama Maumere Tahun 2023 dan 2024

Berikut Capaian Kinerja Organisasi jika dijabarkan berdasarkan Persepektif.

Stakeholder 30% 98,65
Customer 20%

Internal Process 25%
Learning & Growth 25%
Nilai Kinerja Organisasi

100< x < 120 = memenuhi ekspektasi; [ ]
80< x < 100 = belum memenuhi ekspektasi
X<80 = tidak memenuhi ekspektasi (D

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi jika dijabarkan berdasarkan Persepektif

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari 20 IKU KPP terdapat 19 IKU berstatus hijau
dan 1 IKU berstatus kuning. IKU yang berstatus kuning adalah IKU 1b-CP — Indeks realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang memiliki

capaian 96.01. Capaian tiap-tiap IKU selanjutnya akan dijelaskan secara rinci pada bab ini.
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1. IKU 1a-CP — Persentase realisasi penerimaan pajak
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 17% 40% 40% 73% 73% 100% 100%
Realisasi 15.15% 35.13% 35.13% 62.18% 62.18% 100.58% 100.58%
Capaian 89.09% 87.83% 87.83% 85.18% 85.18% 100.58% 100.58%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir desember 2024 tercatat sebesar
Rp328.41 Miliyar dengan capaian sebesar 100.58% atas target penerimaan sebesar
Rp326.52 Miliyar. Penerimaan yang dicapai ini tumbuh positif sebesar 14,38%

dibandingkan tahun sebelumnya.

Mayoritas Jenis Pajak Utama s.d. 31 Desember 2024

Jenis Pajak
Pertumbuhan Neto .J . Pertumbuhan Bruto
Rp (Kentribusi)
18,55%
17,95% 164,43 M (48,54%) 15,35%
- 19.44% PPh 21, | JREEEZ
83,24 M (24,57%) 3,15%

3,15%

| RREET PPh Final, . 9.35%

-33,87% 31,91 M (9,42%) -32,70%

1.27% | PPh Badan, -1,53% I
24,00% 24,42 M (7,21%) 19,29%
| 211% PPh 22, | 211%
23,63% 10,17 M (3,00%) 23,63%
- 15.29% PPh 23, - 15.28%
20,16% 8,34 M (2,46%) 19,50%
-4,12% I Penjualan Meterai, -4,12% I
-5,02% 8,15 M (2,40%) -5,02%
0,66% 7,14 M (2,11%) 0,73%
B g Jan-Des 2024 gJan-Des 2023 B g Jan-Des 2024 gJan-Des 2023

Gambar 1 Mayoritas Jenis Pajak Utama s.d. 31 Desember 2024
Mayoritas jenis pajak bertumbuh positif di tahun ini. Pertumbuhan terbesar terjadi

pada jenis pajak PPh OP yang tumbuh sebesar 47.53%. PPN Dalam Negeri menjadi
kontribusi penerimaan terbesar dari capaian yang diperoleh dengan nilai 164,43 Miliyar
(growth 23.95%), diikuti PPh 21 senilai 83,24 Miliyar (growth 19.44%), dan PPh Finai
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sebesar 31,91 Miliyar (growth 11.29%). Namun, terdapat dua jenis pajak yang mengalami
penurunan yakni PPh Badan (growth -1.27%) dan Penjualan Meterai (growth -4.12%).

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
Realisasi IKU
2020 2021 2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase realisasi
penerimaan pajak

Pertumbuhan
realisasi penerimaan -24.94% 25.93% 5% 5.89% 14.37%

pajak

82.87% 105.87% 137.28%  107.65%  100.58%

Capaian realisasi penerimaan di Tahun 2024 menjadi yang terendah dibandingkan
empat tahun terakhir yang hanya mencapai 100.58%. Namun jika dilihat berdasarkan
pertumbuhan, penerimaan terus meningkat setiap tahunnya dan mengalami pertumbuhan
yang sangat baik di tahun 2024 sebesar 14.38%. Capaian signifikan penerimaan pajak
pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian daerah. Selain itu, capaian
kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu
mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas

PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty).

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU Ta:li;gze(t)z 4  Target Target
Renstra Tahun 2024 Tahun 2024 Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Persentase realisasi
100% - 100% 100.58%

penerimaan pajak

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan

pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga
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melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024

diantaranya:

e Kenaikan harga komoditas utama;
¢ Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
¢ Reformasi fiskal; dan

e Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional

Standar L
Target Tahun . Realisasi
Nama IKU Nasional
2024 Tahun 2024
(APBN)
Persentase realisasi
. _ 100% 100.46% 100.58%
penerimaan pajak
Pertumbuhan realisasi
3.37% 14.37%

penerimaan pajak

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target
yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami
pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu
dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya

konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja,
antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal
melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak
dalam menerbitkan STP.

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.

- Melakukan manajemen restitusi.

. __________________________________________________________________________________________|
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- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor
usaha.

- Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di
Approweb.

- Menjalin komunikasi dengan para bendahara dinas/ satker/desa dan BKAD.

- Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Kenaikan harga komoditas utama;

Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

Reformasi fiskal; dan

Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.
Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
- Wajib Pajak terkendala jarak dan wilayah geografis dalam melakukan
tanggapan atau klarifikasi atas SP2DK
- Wajib Pajak tidak menyisihkan biaya pajak/ tidak memiliki kemampuan

ekonomis untuk menyetorkan pajak yang masih harus dibayar

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan
berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak
dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

- Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan
evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- Melakukan manajemen restitusi
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¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang
dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang
telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah
dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi

risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas Penerimaan pajak dari
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Wajib Pajak Strategis dan Wajb Pajak Kewilayahan lainnya tidak mencapai target

dengan melakukan:

Permintaan data ke Instansi terkait untuk penguatan potensi pengawasan
kewilayahan dan strategis;

Pemetaan potensi Wajib Pajak Kewilayahan;

Penyampaian Imbauan kepada Wajib Pajak Strategis;

Pelaksanaan kegiatan KPDL berdasarkan potensi wilayah;

Kegiatan edukasi dan penyuluhan ke Waijib Pajak Strategis dan Kewilayahan

terkait kewajiban perpajakan

o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah

diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa

kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang
diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil
pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan
tersebut.

Kendala kondisi wilayah dan geografis yang diatasi dengan mengoptimalkan
pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi MATOA

Kendala kondisi penyajian data yang dimiliki dengan melaksanakan forum
Account Representative dan aplikasi penyajian data yang lebih baik untuk

mendukung pelaksanaan tugas AR.

¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
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- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya
¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Sektor Tertentu

- Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang undertaxed seperti
pertanian, perhotelan, dan restoran.

- Melakukan pengawasan Sektor Perdagangan dengan melakukan
pengawasan pada proses rantai distribusi dan melakukan pendalaman
terhadap lapisan sekunder dari WP yang menjadi pusat perputaran ekonomi
melalui pengamatan.

- Melakukan pengawasan terhadap Sektor Bendahara Pemerintah, yaitu
APBN, APBD, dan APBDes melalui pemantauan realisasi anggaran serta

melakukan koordinasi secara intensif terkait rencana penggunaan anggaran.
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- Melakukan pengawasan pada Sektor Jasa Keuangan, yaitu koperasi kredit
dan simpan pinjam terkait pembayaran pajak yang masih harus dibayar, baik

melalui pengawasan maupun pemeriksaan.

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Bendahara Pemerintah

- Bekerja sama dengan BKAD 3 Kabupaten terkait pagu anggaran dan
rencana realisasi pembayaran pajak secara intensif.

- Penyuluhan terhadap para bendahara, terkait pelaporan SPT dan
pembayaran pajak sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan pengawasan pembayaran pajak semua instansi vertikal
berdasarkan penyerapan anggaran dan historikal pembayaran pajak tahun
sebelumnya.

- Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring
data pagu dan realisasi anggaran.

- Koordinasi terkait timeline pencairan APBDes dan melakukan monitoring
bersama dengan Dinas Pemdes

- Melaksanakan kegiatan validasi Dana Desa pada pertengahan dan akhir

tahun untuk mengawal realisasi pembayaran pajak dari APBDes

2. IKU 1b-CP - Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 95.7% 100.44% 100.44% 100.19% 100.19% 96.01% 96.01%
Capaian 95.7% 100.44% 100.44% 100.19% 100.19% 96.01% 96.01%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas hanya mencapai 96.01%. Hal ini disebabkan karena salah satu
komponen IKU yakni deviasi proyeksi perencanaan kas mengalami deviasi yang cukup
besar di Bulan Februari (27.39%), September (27.62%), dan Oktober (28.62%) sehingga
capaian yang diperoleh untuk komponen ini adalah sebesar 80%. Meskipun begitu,
komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto sudah sangat baik dengan capaian

sebesar 112.02%.
|
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= Prognosa Tahun 2024

No. Bulan Prognosa Realisasi Deviasi
1. 12. Desember 67.162.028.000 70.008.290.332 _
2 11. November 32.596.503.000 30.179.981.735 _
3 10. Oktober 30.155.609.000 38.786.192.178 _
4. 9. September 31.124.208.000 22523437761 _
51 8. Agustus 31.278.566.000 29.417.948.555 _
6. 7. Juli 27.218.666.000 30.371.203.537 11,58 %
7. 6. Juni 23.864.443.000 24.122.132.696 _
8. 5. Mei 20.267.718.000 17.339.390.903 14,45 %
9. 4. April 18.890.226.000 19.479.905.878 _
10 3. Maret 15.880.944.000 17.519.645.895 10,32 %
1. 2. Februar 6.920.148.000 8.815.494.780

12, 1. Januari 21.020.508.000 19.847.557.971

TOTAL 326.379.567.000 328.411.182.21

Gambar 2 Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas di Aplikasi Renpen DJP Tahun 2024

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama IKU 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks realisasi
pertumbuhan

penerimaan  pajak
bruto dan deviasi
proyeksi
perencanaan kas

IKU baru  IKU baru IKU baru = 112.68% 96.01%

Capaian IKU hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
mengingat IKU ini adalah IKU baru di tahun 2023. Di Tahun 2023, capaian IKU
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas mencapai 112.68% dan mengalami penurunan yang cukup
signifikan di Tahun 2024. Namun perbandingan ini tidak dapat digunakan karna
formula IKU Tahun 2024 terdapat perubahan.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Evaluasi deviasi perencanaan kas yang dilaksanakan saat rapat pembinaan

- Melakukan manajemen restitusi.

- Memperluas pandangan terkait perubahan peraturan, dinamisasi ekonomi

wilayah kerja, dan kondisi wajib pajak
- Koordinasi antar seksi terkait rencana penerimaan dan pencairan
¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas

- Kenaikan harga komoditas utama;

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

- Reformasi fiskal; dan

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas
- Perbedaan peraturan pada tahun 2023, sehingga menyebabkan
penghitungan IKU deviasi tidak akurat
- Perubahan ekonomi di wilayah kerja yang tidak dapat diprediksi akan
mempengaruhi perbedaan realisasi dengan prognosa
- Tidak presisinya informasi yang diterima terkait waktu dan jumlah

pembayaran pajak menyebabkan deviasi pada prognosa yang telah dibuat

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- Evaluasi deviasi perencanaan kas yang dilaksanakan saat rapat pembinaan

- Melakukan manajemen restitusi.
|
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- Memperluas pandangan terkait perubahan peraturan, dinamisasi ekonomi
wilayah kerja, dan kondisi wajib pajak

- Koordinasi antar seksi terkait rencana penerimaan dan pencairan

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap
sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh
organisasi adalah sebagai berikut.

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

o Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan
oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
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Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko
tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah
risiko atas Akurasi deviasi proyeksi perencanaan kas tidak tepat sasaran dengan
melakukan:

- Mengadakan rapat perhitungan prognosa penerimaan secara berkala

- Menyampaikan permintaan data pendukung penyusunan prognosa kepada

Pemerintah Daerah dan/atau DJPb
- Membuat Nota Dinas pengisian Dashboard Revenue Management pada

awal bulan

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah
diambil untuk mengatasi kendala
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara
lain:

- perubahan ekonomi di wilayah kerja yang tidak dapat diprediksi akan
mempengaruhi perbedaan realisasi dengan prognosa yang diatasi dengan
Memperluas pandangan terkait perubahan peraturan, dinamisasi ekonomi
wilayah kerja, dan kondisi wajib pajak.

- informasi yang didapatkan dari pengampu penerimaan kurang tepat
sehingga dapat menyebabkan kesalahan prediksi pada perencanaan kas
yang diatasi dengan koordinasi antar seksi terkait rencana penerimaan dan
pencairan

o Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
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- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

e Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan
tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan
stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait rencana pembayaran
setiap bulan, rencana realisasi pagu anggaran, dan rencana terkait adanya
proyek khusus yang memiliki pagu anggaran besar melalui Seksi
Pengawasan selaku pengampu wilayah.

- Penyusunan rencana penerimaan dan prognosa penerimaan setiap bulan

yang mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.

- Rapat Penentuan Perhitungan Prognosa dengan Kepala Kantor dan seluruh
kepala seksi pengampu.

- Rapat Evaluasi dengan Kepala Kantor dan seluruh seksi pengampu.
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3. IKU 2a-CP - Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 17% 40% 40% 73% 75% 100% 100%
Realisasi 14.05% 33.65% 33.65% 63.01% 63.01% 100.63% 100.63%
Capaian 82.63% 84.12% 84.12% 86.32% 86.32% 100.63% 100.63%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Tahun 2024 mencapai 100.63% atau sebesar Rp308,15 miliyar dari target sebesar
Rp295,93 miliyar. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 15,24% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi IKU
2022 2023 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 120.00% 107.68%  100.63%

Nama IKU

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

Tidak jauh berbeda dengan IKU penerimaan pajak, capaian realisasi penerimaan
pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di Tahun 2024 menjadi yang
terendah dibandingkan tiga tahun terakhir. Namun capaian ini memiliki pertumbuhan
yang positif sebesar 15.24%. Pencapaian penerimaan pajak PPM yang signifikan pada
tahun 2024 dipengaruhi oleh pemulihan perekonomian daerah. Selain itu, keberhasilan
ini juga terkait dengan pengawasan terhadap Wajib Pajak, pengelolaan aktivitas PPM

yang efisien, serta berkurangnya ketidakpastian yang ada.
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Realisasi s.d 31 Desember 2024
Target 2023 Target 2024 2023 2024

growth growth

Total 266,71 M 326,52 M  22.43% 287,11TM 328,41TM 13s%

Gambar 3 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Maumere Tahun 2024

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
Nama IKU Tahun 2924 Tahun2024 Tahun2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Persentase realisasi
penerimaan pajak
ga” kegiatan 100% ; 100% 100.63%
engawasan

Pembayaran Masa
(PPM)

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi
yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja
penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal; dan

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.
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d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Target Tahun Starrdar Realisasi
Nama IKU 2024 Nasional Tahun 2024
(APBN)
Persentase realisasi 100% 100% 100.63%

penerimaan pajak dari
kegiatan = Pengawasan
Pembayaran Masa
(PPM)

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal
melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Waijib Pajak
dalam menerbitkan STP.

- Melakukan manajemen restitusi.

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor
usaha.

- Menjalin komunikasi dengan para bendahara dinas/ satker/desa dan BKAD.

- Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan Kkinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

- Kenaikan harga komoditas utama;

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

- Reformasi fiskal; dan
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- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.

Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
- Wajib Pajak terkendala jarak dan wilayah geografis dalam melakukan
tanggapan atau klarifikasi atas SP2DK
- Wajib Pajak tidak menyisihkan biaya pajak/ tidak memiliki kemampuan

ekonomis untuk menyetorkan pajak yang masih harus dibayar

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan
berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak
dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

- Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan
evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- Melakukan manajemen restitusi

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber
daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi
adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.
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o Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi
sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas
Penerimaan PPM dari kegiatan Pengawasan tidak mencapai target dengan
melakukan:
- Melakukan Pembahasan Monitoring dan evaluasi atas Kkegiatan
pengawasan PPM;
- Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas
Tahun Pajak Berjalan;
- Mengadakan kegiatan evaluasi dan asistensi terhadap aspek perpajakan
dari penggunaan dana desa; dan
- Menyelenggarakan kunjungan dalam rangka koordinasi dengan pemda
mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pemda.
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala
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Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara
lain:

- Kendala kondisi minimnya kesadaran wajib pajak terkait perpajakan yang
diatasi dengan Membuat database pengawasan Himbauan kepada WP
untuk melakukan pembayaran pajak dan penerbitan STP atas keterlambatan
pembayaran pajak pada tahun berjalant.

- Kendala kondisi wilayah dan geografis yang diatasi dengan mengoptimalkan

pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi MATOA

¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
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Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

e Strategi Pengamanan Penerimaan Sektor Tertentu

Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang undertaxed seperti
pertanian, perhotelan, dan restoran.

Melakukan pengawasan Sektor Perdagangan dengan melakukan
pengawasan pada proses rantai distribusi dan melakukan pendalaman
terhadap lapisan sekunder dari WP yang menjadi pusat perputaran ekonomi
melalui pengamatan.

Melakukan pengawasan terhadap Sektor Bendahara Pemerintah, yaitu
APBN, APBD, dan APBDes melalui pemantauan realisasi anggaran serta
melakukan koordinasi secara intensif terkait rencana penggunaan anggaran.
Melakukan pengawasan pada Sektor Jasa Keuangan, yaitu koperasi kredit
dan simpan pinjam terkait pembayaran pajak yang masih harus dibayar, baik

melalui pengawasan maupun pemeriksaan.

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Bendahara Pemerintah

Bekerja sama dengan BKAD 3 Kabupaten terkait pagu anggaran dan
rencana realisasi pembayaran pajak secara intensif.

Penyuluhan terhadap para bendahara, terkait pelaporan SPT dan
pembayaran pajak sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.
Melakukan pengawasan pembayaran pajak semua instansi vertikal
berdasarkan penyerapan anggaran dan historikal pembayaran pajak tahun

sebelumnya.
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- Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring
data pagu dan realisasi anggaran.

- Koordinasi terkait timeline pencairan APBDes dan melakukan monitoring
bersama dengan Dinas Pemdes

- Melaksanakan kegiatan validasi Dana Desa pada pertengahan dan akhir

tahun untuk mengawal realisasi pembayaran pajak dari APBDes

4. IKU 2b-CP - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi 79% 110.62% 110.62% 115.04% 115.04% 120% 120%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025
IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Waijib Pajak Badan dan Orang
Pribadi hingga Desember Tahun 2024 mencapai 120%. Dari total target SPT sebanyak
31.836 Wajib Pajak, sebanyak 25.148 Waijib Pajak Wajib SPT menyampaikan SPT
Tahunan Tepat Waktu dan 8.040 Wajib Pajak Waijib SPT selain yang disampaikan tepat
waktu.
b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun
sebelumnya
Nama IKU 2022 Rea;igzas? T 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan 100.93% 100.89%  120%
penyampaian SPT Tahunan Waijib Pajak
Badan dan Orang Pribadi
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, periode ini telah mencapai capaian
maksimal untuk pertama kalinya setelah 2 (dua) tahun. Capaian dari Indikator Kinerja
Utama (IKU) tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi merupakan hasil dukungan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Berbagai
upaya telah dilakukan seperti pembentukan Satgas SPT, membuka layanan di luar kantor,

penyampaian imbauan pelaporan SPT ke Wajib Pajak, Sosialisasi pelaporan SPT ke
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Dinas dan Asosiasi, serta beberapa Upaya lainnya sehingga tingkat kepatuhan
penyampaian SPT mencapai hasil yang maksimal.
c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- Pembentukan Satgas SPT
- Pembuatan database WP waijib lapor SPT Strategis dan Kewilayahan
- Sosialisasi pelaporan SPT ke Dinas dan Asosiasi
- Melakukan jemput bola (layanan di luar kantor) serta menambah jam
layanan
- Melakukan asistensi percepatan penerbitan bukti potong serta asistensi
pelaporan SPT Tahunan terutama kepada instansi yang memiliki banyak
pegawai
- Menerbitkan Surat Imbauan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Dukungan pemerintah daerah yang cukup baik untuk pelaporan SPT

Tahunan

- Kesadaran Wajib Pajak terkait perpajakan yang mulai meningkat

Pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
- Mayoritas Wajib Pajak masih membutuhkan asistensi pengisian SPT
Tahunan
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- Kesadaran Wajib Pajak terkait perpajakan masih terhitung rendah

- Instansi Pemerintah masih tergantung pada KPP dalam penerbitan bupot A2

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:
- Pembentukan Satgas SPT
- Pembuatan database WP waijib lapor SPT Strategis dan Kewilayahan
- Sosialisasi pelaporan SPT ke Dinas dan Asosiasi
- Melakukan jemput bola (layanan di luar kantor) serta menambah jam
layanan
- Melakukan asistensi percepatan penerbitan bukti potong serta asistensi
pelaporan SPT Tahunan terutama kepada instansi yang memiliki banyak
pegawai
- Menerbitkan Surat Imbauan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi
terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

¢ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah
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dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan
antara lain:

- Melakukan asistensi percepatan penerbitan bukti potong serta asistensi
pelaporan SPT Tahunan

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas
adanya risiko tidak tercapainya realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh
organisasi adalah risiko atas Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Non Karyawan dan Badan tidak mencapai target dengan melakukan:
- Penerbitan Surat Imbauan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
- kunjungan kerja (visit) dalam rangka tindak lanjut kepatuhan pelaporan SPT
Tahunan;
- Pelaksanaan kegiatan penerimaan SPT melalui Layanan Di luar Kantor
(LDK) pada titik dengan potensi Waijib Pajak yang ramai; dan
- Publikasi media sosial KPP terkait imbauan pelaporan SPT Tahunan.
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala
yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut. Kendala kondisi minimnya kesadaran wajib pajak terkait perpajakan yang
diatasi dengan:
- Melakukan kunjungan kerja untuk asistensi Pelaporan SPT Tahunan Waijib
Pajak;
- Melakukan jemput bola (layanan di luar kantor) serta menambah jam

layanan;
[

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 40



- Melakukan asistensi percepatan penerbitan bukti potong serta asistensi
pelaporan SPT Tahunan;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaporan SPT Tahunan
¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya
|
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o Pembentukan Satgas SPT Tahunan
e Koordinasi dengan setda dan BPKAD untuk penyebaran form pemutakhiran data
PNS/PPP3/ Honorer
o Edukasi Pembuatan Bukti Potong kepada Instansi Pemerintah Daerah
¢ Whatsapp Blast untuk pengingat pelaporan SPT Tahunan
¢ Koordinasi dengan asosiasi-asosiasi untuk menyebarkan imbauan SPT Tahunan
o Koordinasi dengan Asosiasi KADIN, Tionghoa, GAPENSI untuk pelaporan SPT
Tahunan Badan
e Membuka layanan di luar kantor
5. IKU 3a-CP - Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi  29,31% 54.25% 54.25% 55.00% 55.00%  100.01% 100.01%
Capaian 117,24 108.51% 108.51% 73,33% 73,33% 100.01% 100.01%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Tahun 2024 sebesar Rp30,59 miliyar dari target sebesar Rp30,59 miliyar atau mencapai
100.01%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Capaian IKU mengalami

pertumbuhan sebesar 16.2%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun
sebelumnya

Realisasi IKU
2022 2023 2024

Nama IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari

0, 0, 0,
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 97.49% | 107.35% | 100.01%

Capaian tahun 2024 menjadi kali kedua KPP Pratama Maumere melebihi target
penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dalam tiga tahun terakhir.

IKU ini mencapai 100.01% dengan pertumbuhan sebesar 16.2%.
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c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
N IKU
ama Ta::r':sfgz“ Tahun 2024 Tahun 2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Persentase realisasi
penerimaan  pajak
dari - kegiatan 50, ; 100% 100.10%
Pengujian
Kepatuhan Material
(PKM)

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- Menerbitkan Surat Imbauan/ LHPt dan SP2DK yang berkualitas berdasarkan
data internal dan eksternal yang dimiliki DJP;
- Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran
pajak;
- Melakukan tindakan penagihan baik secara persuasif maupun aktif sesuai
tahapan terhadap penunggak pajak
- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang dapat menghasilkan
pencairan penerimaan pajak
e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:
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Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Kenaikan harga komoditas utama;
Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
Reformasi fiskal; dan

Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

Wajib Pajak belum memiliki kemampuan untuk melunasi pajak yang masih
harus dibayar

Respon dari perbankan atas permintaan blokir lambat

Terbatasnya data aset penunggak pajak yang akurat

Wajib Pajak belum memberikan tanggapan atas SP2DK/ Surat Imbauan

yang dikirimkan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) adalah:

Komitmen pada Aplikasi Approweb dan penyelesaian SP2DK dengan
konversi pencairan

Penelitian dan Pengujian Kepatuhan Material WP

Himbauan kepada WP untuk melakukan pembayaran pajak

Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran pajak sebelum tahun
berjalan

Pelaksanaan tindakan penagihan aktif kepada Wajib Pajak dengan prioritas
Wajib Pajak yang potensi tinggi, kemampuan bayar, dan/atau ketetapan
hampir daluwarsa

Pembahasan DSP4 dalam Komite Kepatuhan

Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan terhadap prioritas Wajib
Pajak yang potensi tinggi, kemampuan bayar, dan/atau ketetapan hampir
daluwarsa

Percepatan permintaan IBK ke Bank

Mengoptimalkan pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi
MATOA
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¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak ari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya
organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah
sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

¢ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan ari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi
sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi
risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:
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1) Penerimaan PKM dari kegiatan Pengawasan tidak mencapai target dengan
melakukan:
- Melakukan kunjungan kerja (visit) dalam rangka penggalian potensi
pajak dan atau KPDL;
- Kegiatan penggalian potensi Wajib Pajak melalui pengamatan.
2) Penerimaan PKM dari kegiatan Pemeriksaan tidak mencapai target dengan
melakukan Permintaan bahan baku pemeriksaan yang memadai;
3) Penerimaan PKM dari kegiatan Penagihan tidak mencapai target dengan
melakukan:
- Penyampaian secara masif kepada Wajib Pajak terkait imbauan
pembayaran piutang pajak; dan
- Mengikuti IHT/Bimtek/PJJ terkait Penagihan untuk meningkatkan
kompetensi JSPN
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala
yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain:
- Kendala kondisi Kurangnya data yang diperoleh pemeriksa saat dilakukan
pemeriksaan yang diatasi dengan Percepatan permintaan IBK ke Bank
- Kendala kondisi pelaksanaan tindakan penagihan dan pemeriksaan yang
diatasi dengan melakukan tindakan penagihan aktif atau pemeriksaan
kepada Wajib Pajak dengan prioritas Wajib Pajak yang potensi tinggi,
kemampuan bayar, dan/atau ketetapan hampir daluwarsa
e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 46



- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya
e Strategi Pengamanan Penerimaan Sektor Tertentu

- Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang undertaxed seperti
pertanian, perhotelan, dan restoran.

- Melakukan pengawasan Sektor Perdagangan dengan melakukan
pengawasan pada proses rantai distribusi dan melakukan pendalaman
terhadap lapisan sekunder dari WP yang menjadi pusat perputaran ekonomi
melalui pengamatan.

- Melakukan pengawasan terhadap Sektor Bendahara Pemerintah, yaitu
APBN, APBD, dan APBDes melalui pemantauan realisasi anggaran serta
melakukan koordinasi secara intensif terkait rencana penggunaan anggaran.
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- Melakukan pengawasan pada Sektor Jasa Keuangan, yaitu koperasi kredit
dan simpan pinjam terkait pembayaran pajak yang masih harus dibayar, baik
melalui pengawasan maupun pemeriksaan.

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Bendahara Pemerintah

- Bekerja sama dengan BKAD 3 Kabupaten terkait pagu anggaran dan
rencana realisasi pembayaran pajak secara intensif.

- Penyuluhan terhadap para bendahara, terkait pelaporan SPT dan
pembayaran pajak sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan pengawasan pembayaran pajak semua instansi vertikal
berdasarkan penyerapan anggaran dan historikal pembayaran pajak tahun
sebelumnya.

- Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring
data pagu dan realisasi anggaran.

- Koordinasi terkait timeline pencairan APBDes dan melakukan monitoring
bersama dengan Dinas Pemdes

- Melaksanakan kegiatan validasi Dana Desa pada pertengahan dan akhir

tahun untuk mengawal realisasi pembayaran pajak dari APBDes

6. IKU 4a-CP - Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi
dan penyuluhan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%
Realisasi 16,53% 73.23% 73.23% 88,54% 88,54% 88.8% 88.8%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Persentase Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan memiliki realisasi sebesar 88.8% dan capaian 120%. Berikut adalah rincian
capaian IKU Persentase Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan

penyuluhan.
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Realizasi Progress
Perubahan Perilaku Capaian IKU
. _ Kegiatan
Kode Unit N Unit
& unt ama tni Lapor Bayar Realisasi
KU s.d Q1 s.d Q2 s.d Q3 s.d 04
i Rasio ) Rasio ) Rasio (10%) (40%) (60%) (74%)
C Caj C
apaian | g gy PN | og qpey) | “FPHAN | 45 g0
1 2 3 4 5 [ 7 ] 9 10 " 12 13
921 PRATAMA MAUMERE 100.00 % 15.50 % 90.43 % 2812 % 51.60 % 4215 % 8580 % | 12000 % | 120000 % | 120.00% | 120.00 %
4503210000 | KPP Pratama Maumere 100.00 % 15.50 % 55.45 % 2812 % 4455 % 4215 % 85.80 % 9202% | 12000 % | 120.00%| 120.00 %
4503210100 | KP2ZKP Larantuka 100.00 % 15.50 % 120.00 % 2812 % 61.54 % 4215 % 8580 % | 12000 % | 120000 % | 120.00 % | 120.00 %

Tabel 8 Capaian IKU Persentase Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di
Aplikasi Mandor

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun
sebelumnya

Realisasi IKU

Nama IKU 2022 2023 2024

Persentase perubahan perilaku lapor dan

(o) (o) (o)
bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 120.00% | 120.00% 120.00%

Capaian KPP Pratama Maumere pada IKU Persentase Perubahan perilaku lapor dan
bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama tiga tahun terakhir selalu mencapai
maksimal 120%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan edukasi dan penyuluhan sudah
berjalan dengan efektif.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya
yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pemadanan NIK — NPWP
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada WP belum lapor SPT dengan
koordinasi ke Dinas-dinas terkait seperti Koperasi, para petani, dll untuk
memenuhi rasio lapor
- Melakukan penyuluhan dalam bentuk Instagram Live dan Podcast Youtube
- Menyelesaikan DSPT Kolaboratif sekaligus untuk memenuhi rasio bayar
¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
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Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan.

Keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas
kegiatan edukasi dan penyuluhan karena kesadaran Wajib Pajak terkait
perpajakan yang mulai meningkat

Pendorong penurunan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi
dan penyuluhan yakni Wajib Pajak DSPT Kolaboratif rata-rata adalah Wajib Pajak
Sektor Konstruksi yang potensinya susah untuk ditemukan selain daripada
tunggakan pajak

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan adalah:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada WP belum lapor SPT dengan
koordinasi ke Dinas-dinas terkait seperti Koperasi, para petani, dll untuk
memenuhi rasio lapor

- Melakukan penyuluhan dalam bentuk Instagram Live dan Podcast Youtube

- Menyelesaikan DSPT Kolaboratif sekaligus untuk memenuhi rasio bayar

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi
dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya
organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah
sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

|
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e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi
dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh
organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menyelesaikan DSPT Kolaboratif sekaligus untuk memenuhi rasio bayar

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas
adanya risiko tidak tercapainya perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan. Risiko yang mungkin terjadi adalah risiko atas Realisasi
perubahan perilaku bayar tidak mencapai target. Namun setelah dilakukan analisis
risiko, risiko tersebut memiliki besaran risiko dibawah 11 (cukup rendah) sehingga
tidak perlu dilakukan mitigasi atas risiko tersebut.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi
oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Kendala kondisi minimnya kesadaran waijib pajak terkait perpajakan yang diatasi
dengan
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada WP belum lapor SPT dengan
koordinasi ke Dinas-dinas terkait seperti Koperasi, para petani, dil untuk
memenubhi rasio lapor

- Melakukan penyuluhan dalam bentuk Instagram Live dan Podcast Youtube
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e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya
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- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada WP belum lapor SPT dengan
koordinasi ke Dinas-dinas terkait seperti Koperasi, para petani, dil untuk
memenuhi rasio lapor

- Melakukan penyuluhan dalam bentuk Instagram Live dan Podcast Youtube

7. IKU 4b-N - Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 5% 5% 10% 5% 15% 85% 100%
Realisasi 6.18% 6.4% 12.58% 5.42% 18.00% 92.32% 110,32%
Capaian 120% 120% 120% 108.4% 120%  108.61% 110,32%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki capaian
sebesar 110.32%. Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja terkait kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan
efektivitas kehumasan. Dan di Triwulan IV, survei dilakukan oleh Kantor Pusat DJP
Direktorat P2Humas. Capaian IKU pada triwulan | s.d. Ill sudah baik mencapai 120%.
Pada IKU triwulan 1V, capaian IKU sebesar 108.61% dan secara Tahunan mencapai
110.32%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama IKU 2022 2023 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas N/A 100.14%  110.32%

penyuluhan

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024 (Target Raw Data)

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
N IK
ama IKU Ta:::sfg“ Tahun 2024 Tahun2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Indeks kepuasan 82 ) 82 89 06

pelayanan dan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 53



efektivitas
penyuluhan

IKU ini merupakan amanat yang tercantum di Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2022 — 2024 yang sasaran kegiatannya adalah Kepuasan Pengguna
Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Pajak. Memiliki target Raw
Data pada Renstra dan PK Tahun 2024 adalah 82, KPP Pratama Maumere memiliki
realisasi sebesar 89.06 di Triwulan IV.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung
pencapaian kinerja, antara lain:
- Telah melakukan penyuluhan dengan efisien dan efektif untuk memenuhi
kepuasan stakeholder
- Telah memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder

- Telah mengarahkan Wajib Pajak untuk mengisi kuisioner dengan jujur

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal

tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- Pelatihan penyuluhan dan frontliners bagi pegawai sehingga dapat

memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan baik

Pendorong penurunan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- Monitoring pelaksanaan survey yang tidak realtime
- Survei yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui telepon memakan waktu

Wajib Pajak sehingga pelaksanaan survey tidak efektif dan efisien
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Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

adalah:

- Mendata Wajib Pajak untuk menjadi calon responden survey pada TW 4

- Melakukan sosialisasi kepada calon responden terkait survey;

- Melakukan Whatsapp Blast kepada Wajib Pajak berisi pesan untuk mengisi
survey yang diberikan oleh pihak ketiga

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah
efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

¢ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan
hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.
Program yang telah dilakukan antara lain:
- Melakukan sosialisasi kepada calon responden terkait survey;
- Melakukan Whatsapp Blast kepada Waijib Pajak berisi pesan untuk mengisi
survey yang diberikan oleh pihak ketiga
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
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- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat
dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi
kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan
oleh organisasi adalah risiko Hasil Survei Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Hasil
Survei Kepuasan Pelayanan kurang dari 85 dengan melakukan

- Optimalisasi media publikasi perpajakan pada media sosial KPP Pratama

Maumere;
- Mengikuti IHT/Bimtek/PJJ terkait Penyuluhan;
- Mengikuti IHT/Bimtek/PJJ terkait Frontliners.
o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan
tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala kondisi pelaksanaan survey
pada Triwulan IV yang diatasi dengan
- Mendata Wajib Pajak untuk menjadi calon responden survey;
- Melakukan sosialisasi kepada calon responden terkait survey;
- Melakukan Whatsapp Blast kepada Waijib Pajak berisi pesan untuk mengisi
survey yang diberikan oleh pihak ketiga
¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
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Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Optimalisasi media publikasi perpajakan pada media sosial KPP Pratama
Maumere;

Mengikuti IHT/Bimtek/PJJ terkait Penyuluhan;

Mengikuti IHT/Bimtek/PJJ terkait Frontliners;

Mendata Waijib Pajak untuk menjadi calon responden survey;

Melakukan sosialisasi kepada calon responden terkait survey;

Melakukan Whatsapp Blast kepada Waijib Pajak berisi pesan untuk mengisi
survey yang diberikan oleh pihak ketiga

8. IKU 5a-CP - Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024
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T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi  90% 90%  117.00% 117,60% 117,60% 117,86% 117,86%
Capaian 100%  100% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan IKU aktivitas PPM yang
terbagi menjadi Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Secara keseluruhan,

capaian IKU setiap triwulannya sudah mencapai target.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi IKU
2022 2023 2024
erssaentase pengawasan pembayaran 120% 120% 120%

Capaian IKU tahun 2024 dan dua tahun sebelumnya sudah berjalan dengan baik.
Tiga tahun berturut-turut memiliki capaian maksimal yakni 120%. Pelaksanaan aktivitas
PPM seperti penerbitan STP, Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, dan
Dinamisasi PPh Pasal 25 serta penambahan WP Kewilayahan dilaksanakan dengan
efektif dan efisien sehingga target tercapai dengan optimal.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
N IKU
ama Ta:::sfgz“ Tahun 2024 Tahun 2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Persentase
pengawasan 100% - 100% 120%

pembayaran masa

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian
kinerja, antara lain:
- Penerbitan STP untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan
- Menindak lanjuti data perpajakan atas target yang muncul pada Approweb
- Penyelesaian SP2DK danSP2DKE Outstanding
- Melakukan visit/pengawasan wilayah dan menginputnya ke dalam sistem
untuk menambah bahan baku DSE
¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa

- Kenaikan harga komoditas utama;

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

- Reformasi fiskal; dan

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.

Pendorong penurunan pengawasan pembayaran masa
- Wajib Pajak lambat atau tidak segera menanggapi surat imbauan maupun
SP2DK yang sudah disampaikan
- Waijib Pajak terkendala jarak dan wilayah geografis dalam melakukan

tanggapan atau klarifikasi atas SP2DK

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi pengawasan pembayaran masa adalah:
- Melakukan visit atau pemanggilan atas SP2DKE tahun berjalan agar segera
terdapat penambahan NPWP baru yang melakukan pembayaran
- Penyelesaian SP2DK danSP2DKE Outstanding

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah

efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
|
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- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa merupakan hasil
dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program
yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi
risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko atas Penerimaan PPM dari
kegiatan Pengawasan tidak mencapai target dengan melakukan:
- Melakukan Pembahasan Monitoring dan evaluasi atas kegiatan
pengawasan PPM,;
- Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas

Tahun Pajak Berjalan;
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- Mengadakan kegiatan evaluasi dan asistensi terhadap aspek perpajakan
dari penggunaan dana desa; dan
- Menyelenggarakan kunjungan dalam rangka koordinasi dengan pemda

mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pemda.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala
yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain:

- Kendala kondisi minimnya kesadaran waijib pajak terkait perpajakan yang
diatasi dengan Membuat database pengawasan Himbauan kepada WP
untuk melakukan pembayaran pajak dan penerbitan STP atas keterlambatan
pembayaran pajak pada tahun berjalan.

- Kendala kondisi wilayah dan geografis yang diatasi dengan mengoptimalkan
pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi MATOA

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.
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¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Sektor Tertentu

Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang undertaxed seperti
pertanian, perhotelan, dan restoran.

Melakukan pengawasan Sektor Perdagangan dengan melakukan
pengawasan pada proses rantai distribusi dan melakukan pendalaman
terhadap lapisan sekunder dari WP yang menjadi pusat perputaran ekonomi
melalui pengamatan.

Melakukan pengawasan terhadap Sektor Bendahara Pemerintah, yaitu
APBN, APBD, dan APBDes melalui pemantauan realisasi anggaran serta
melakukan koordinasi secara intensif terkait rencana penggunaan anggaran.
Melakukan pengawasan pada Sektor Jasa Keuangan, yaitu koperasi kredit
dan simpan pinjam terkait pembayaran pajak yang masih harus dibayar, baik

melalui pengawasan maupun pemeriksaan.

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Bendahara Pemerintah

Bekerja sama dengan BKAD 3 Kabupaten terkait pagu anggaran dan

rencana realisasi pembayaran pajak secara intensif.
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- Penyuluhan terhadap para bendahara, terkait pelaporan SPT dan

pembayaran pajak sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan pengawasan pembayaran pajak semua instansi

vertikal

berdasarkan penyerapan anggaran dan historikal pembayaran pajak tahun

sebelumnya.

- Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring

data pagu dan realisasi anggaran.

- Koordinasi terkait timeline pencairan APBDes dan melakukan monitoring

bersama dengan Dinas Pemdes

- Melaksanakan kegiatan validasi Dana Desa pada pertengahan dan akhir

tahun untuk mengawal realisasi pembayaran pajak dari APBDes

9. IKU 6a-CP — Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 96,33% 119,44% 119,44% 116,08% 116,08% 120%
Capaian 96,33% 119,44% 119,44% 116,08% 116,08% 120%

Yearly
100%
120%
120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu

kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakannya. Di awal tahun 2024, capaian IKU masih belum mencapai target

dengan hanya mencapai 96.33%. Namun, mulai triwulan 1l capaian sudah melewati target

hingga di Triwulan IV mencapai 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
N IKU
ama 2022 2023
Persentase penyelesaian permintaan
penjelasan atas data dan/atau N/A 120%

keterangan

2024

120%
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c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
N IKU
ama Ta::$5f|-()324 Tahun 2024 Tahun 2024 Realisasi
DJP RPJMN pada PK

Persentase

penyelesaian

permintaan 100% R 100% 120%

penjelasan atas
data dan/atau
keterangan

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang
telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan LHPt dan SP2DK dengan analisis mandiri berdasarkan data
internal dan eksternal yang dimiliki DJP Penerbitan STP untuk keterlambatan
pembayaran dan pelaporan

- Menindak lanjuti data perpajakan atas target yang muncul pada Approweb

- Penyelesaian SP2DK danSP2DKE Outstanding

- Melakukan visit/pengawasan wilayah

- Melakukan klarifikasi dan pembahasan terkait kebenaran pembayaran dan
pelaporan SPT, baik yang tahun pajak berjalan maupun sebelum tahun pajak
berjalan

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
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penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan

Kenaikan harga komoditas utama;
Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
Reformasi fiskal; dan

Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Pendorong penurunan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan

Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan cara angsuran sehingga
memerlukan waktu untuk realisasi penuh dan pemenuhan capaian target
Waijib Pajak lambat atau tidak segera menanggapi surat imbauan maupun
SP2DK yang sudah disampaikan

Wajib Pajak terkendala jarak dan wilayah geografis dalam melakukan
tanggapan atau klarifikasi atas SP2DK

Data Pemicu yang muncul di approweb masih perlu dilakukan analisis
mandiri secara mendalam sehingga membutuhkan waktu dalam

penyelesaian DPP

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas

data dan/atau keterangan adalah:

Menjalin komunikasi dengan stakeholder (WP, Pimpinan Instansi
Daerah setempat, Himpunan Asosiasi)

Pemutakhiran database WP

Perencanaan DPP dan perhitungan potensi pada LHPt dan SP2DK yang

berkualitas

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah

sebagai berikut:
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- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh
organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan dengan:
- Melakukan Pembahasan Monitoring dan evaluasi atas kegiatan
pengawasan PPM,;
- Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas

Tahun Pajak Berjalan;
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- Mengadakan kegiatan evaluasi dan asistensi terhadap aspek perpajakan
dari penggunaan dana desa;

- Melakukan kunjungan kerja (visit) dalam rangka penggalian potensi pajak
dan atau KPDL;

- Kegiatan penggalian potensi Wajib Pajak melalui pengamatan; dan

- Menyelenggarakan kunjungan dalam rangka koordinasi dengan pemda
mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan pemda.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara
lain:

- Kendala kondisi minimnya kesadaran wajib pajak terkait perpajakan yang
diatasi dengan Membuat database pengawasan Himbauan kepada WP
untuk melakukan pembayaran pajak dan penerbitan STP atas keterlambatan
pembayaran pajak pada tahun berjalan.

- Kendala kondisi wilayah dan geografis yang diatasi dengan mengoptimalkan
pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi MATOA

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.
-]
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¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

¢ Strategi Pengamanan Penerimaan Sektor Tertentu

Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang undertaxed seperti
pertanian, perhotelan, dan restoran.

Melakukan pengawasan Sektor Perdagangan dengan melakukan
pengawasan pada proses rantai distribusi dan melakukan pendalaman
terhadap lapisan sekunder dari WP yang menjadi pusat perputaran ekonomi
melalui pengamatan.

Melakukan pengawasan terhadap Sektor Bendahara Pemerintah, yaitu
APBN, APBD, dan APBDes melalui pemantauan realisasi anggaran serta
melakukan koordinasi secara intensif terkait rencana penggunaan anggaran.
Melakukan pengawasan pada Sektor Jasa Keuangan, yaitu koperasi kredit
dan simpan pinjam terkait pembayaran pajak yang masih harus dibayar, baik

melalui pengawasan maupun pemeriksaan.

o Strategi Pengamanan Penerimaan Bendahara Pemerintah

Bekerja sama dengan BKAD 3 Kabupaten terkait pagu anggaran dan

rencana realisasi pembayaran pajak secara intensif.
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- Penyuluhan terhadap para bendahara, terkait pelaporan SPT dan
pembayaran pajak sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan pengawasan pembayaran pajak semua instansi vertikal
berdasarkan penyerapan anggaran dan historikal pembayaran pajak tahun
sebelumnya.

- Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring
data pagu dan realisasi anggaran.

- Koordinasi terkait timeline pencairan APBDes dan melakukan monitoring
bersama dengan Dinas Pemdes

- Melaksanakan kegiatan validasi Dana Desa pada pertengahan dan akhir
tahun untuk mengawal realisasi pembayaran pajak dari APBDes

10. IKU 6b-N — Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% @ 100%
Realisasi 110.13% 117.54% 117.54% 119.42% 119.42% 120% 120%
Capaian 110.13% 117.54% 117.54% 119.42% 119.42% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki capaian yang terus
meningkat tiap triwulannya. Di triwulan 1V, capaian IKU mencapai 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi IKU
2022 2023 2024
Persentase pemanfaatan data selain KU Baru 120% 1200

tahun berjalan

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
Nama IKU Tahun 2924 Tahun2024 Tahun2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
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Persentase
pemanfaatan data
selain tahun
berjalan

100% - 100% 120%

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung
pencapaian kinerja, antara lain:
- Menerbitkan Surat Imbauan/ LHPt dan SP2DK yang berkualitas berdasarkan
data internal dan eksternal yang dimiliki DJP;
- Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran
pajak
- Melakukan penerbitan STP pada Approweb dan menindaklanjuti data
pemicu agar dimasukkan pada DPP Mandatory atau DPP Semester |
- Menerbitkan LHPt dan SP2DK dengan analisis mandiri berdasarkan data
internal dan eksternal yang dimiliki DJP
e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal
tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Kenaikan harga komoditas utama;

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

- Reformasi fiskal; dan

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

Pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan
- Wajib Pajak belum memiliki kemampuan untuk melunasi pajak yang masih

harus dibayar
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- Wajib Pajak belum memberikan tanggapan atas SP2DK/ Surat Imbauan
yang dikirimkan
- Wajib Pajak terkendala jarak dan wilayah geografis dalam berkonsultasi

dengan AR untuk menindaklanjuti data matching

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan
adalah:
- Komitmen pada Aplikasi Approweb dan penyelesaian SP2DK dengan
konversi pencairan
- Penelitian dan Pengujian Kepatuhan Material WP
- Himbauan kepada WP untuk melakukan pembayaran pajak
- Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran pajak sebelum tahun
berjalan
- Mengoptimalkan pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi
MATOA

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah
efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan

dicapai.
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e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan
hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.
Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai
dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pemanfaatan data
selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:
- Melakukan kunjungan kerja (visit) dalam rangka penggalian potensi pajak
dan atau KPDL;
- Kegiatan penggalian potensi Wajib Pajak melalui pengamatan.
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa
kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi wilayah dan geografis yang diatasi dengan
mengoptimalkan pelaksanaan KPDL dengan menggunakan Aplikasi
MATOA

¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
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seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan klarifikasi kepada WP

Melakukan himbauan kepada WP agar melakukan pembayaran dan/atau
pelaporan/pembetulan SPT atas data pemicu di aplikasi Approweb

Akan dimasukan sebagai DPP jika WP tidak melakukan pembayaran

dan/atau pelaporan/ pembetulan SPT atas data pemicu
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- Menerbitkan STP atas kewajiban perpajakan sebelum tahun berjalan
- Melakukan tindak lanjut atas dafnom STP selain tahun berjalan dan data
matching yang tersedia pada Approweb
11. IKU 6¢-N — Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi  120% 120% 120%  98.72% 98.72%  120% 120%
Capaian 120% 120% 120%  98.72% 98.72%  120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
merupakan IKU baru yang ada di Tahun 2024. IKU ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:
e Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Waijib Pajak KPP tepat waktu,
o Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan
e Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Secara umum, capaian IKU tiap Triwulan sudah maksimal. Namun yang perlu
menjadi fokus utama pada IKU ini adalah pada komponen Kualitas Pelaksanaan Komite
Kepatuhan yang nilainya berasal nilai rapor kinerja PKM pada aplikasi mandor. Komponen
ini memiliki bobot 40% sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU ini. Perlu strategi dan
kinerja yang baik agar capaian IKU dapat maksimal.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

waktu

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama KU 2022 2023 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite | IKU Baru IKU Baru 120%

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pembahasan dan diskusi yang melibatkan seluruh anggota
komite kepatuhan terkait strategi pencapaian penerimaan yang selaras
dengan strategi pencapaian penerimaan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah;

- Rapat pembahasaan DSP4

- Mempercepat pengiriman ND terkait permintaan Laporan KKWP Triwulanan
agar seksi terkait dapat mengisi penjelasan dengan lebih awal dan mengisi
lebih tepat

¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:
Keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Kenaikan harga komoditas utama;

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

- Reformasi fiskal; dan

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu

- Rapor kinerja yang masih terhitung rendah

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan

adalah Monitoring dan evaluasi terkait rapor kinerja

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib

Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber
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daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi
adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib
Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh
organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko
Rapor Kinerja Pemeriksaan dan Penagihan rendah. Mitigasi risiko yang dilakukan
oleh organisasi dengan melakukan Monitoring dan evaluasi terkait rapor
pemeriksaan dan penagihan.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala
- |

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 76



Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kondisi rapor

kinerja yang diatasi dengan Monitoring dan evaluasi terkait rapor PKM.

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
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- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Rapat pembahasaan DSP4

- Melakukan pengitungan realisasi IKU apabila telah terdapat target, dan
membuat rencana usulan pemeriksaan untuk TW selanjutnya

- Mempercepat pengiriman ND terkait permintaan Laporan KKWP Triwulanan
agar seksi terkait dapat mengisi penjelasan dengan lebih awal dan mengisi
lebih tepat

- Monitoring dan evaluasi terkait rapor PKM

12. IKU 7a-CP - Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 116.83% 120% 120% 120% 120% 120% 120%
Capaian 116.83% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencapai 120%.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian sudah berjalan dengan baik sejak triwulan I.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
N IKU
ama 2022 2023 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan 119.57% 120% 120%

dan penilaian

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
N IKU
ama Ta:ﬁ:‘g;(t,z , Tahun2024 Tahun2024  Realisasi
RPJMN pada PK
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Renstra

DJP
Tingkat efektivitas
pemeriksaan  dan 100% - 100% 120%
penilaian

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian yang telah mendukung pencapaian
kinerja, antara lain:

- Penyiapan bahan baku pemeriksaan yang memadai unutk mencapai LHP
Konversi telah dilaksanakan baik melalui usulan DSPP maupun
pemeriksaan rutin daftar nominatif;

- Pembahasan usulan pemeriksaan bersama dengan Komite Kepatuhan
sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan masih akan dilaksanakan pada
triwulan berikutnya sesuai jadwal pengusulan pemeriksan serta bahan baku
pemeriksaan yang telah diusulkan masih memadai

- Melakukan penilaian penetapan NJOP PBB melalui penilaian kantor

- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang dapat menghasilkan
pencairan penerimaan pajak

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara
lain:

Pendorong penurunan realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Kurangnya data yang diperoleh pemeriksa saat melakukan pemeriksaan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:
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- Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan bersama Komite Kepatuhan
sesuai jadwal

- Percepatan permintaan IBK ke Bank

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah
efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

¢ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan
hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.
Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait

dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
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Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai
dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Kegiatan Pemeriksaan tidak
berjalan efektif. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi dengan Permintaan
bahan baku pemeriksaan yang memadai.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa

kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi data pemeriksaan terbatas yang diatasi dengan Permintaan

bahan baku pemeriksaan yang memadai.

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

. __________________________________________________________________________________________|
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 81



- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan oleh FPP

- Percepatan permintaan IBK ke Bank

- Melakukan pembahasan usulan pemeriksaan bersama Komite Kepatuhan
sesuai jadwal

13. IKU 7b-CP - Tingkat efektivitas penagihan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%
Realisasi 14.89%  59% 59% 76.07% 76.07% 98.24% 98.24%
Capaian 99.27% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama [KU 2022 2023 2024
Tingkat efektivitas penagihan 120% 120% 120%

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target
Nama IKU Talﬁﬁggéz 4 Tahun2024 Tahun2024  Realisasi
RPJMN pada PK
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Renstra
DJP

Tingkat efektivitas 100% - 100% 120%

penagihan
d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
realisasi efektivitas penagihan yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara
lain:
- Melakukan tindakan penagihan baik secara persuasif maupun aktif sesuai
tahapan terhadap penunggak pajak
- Mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan informasi aset wajib pajak di
data internal
e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Pendorong penurunan realisasi efektivitas penagihan

- Respon dari perbankan atas permintaan blokir lambat

- Terbatasnya data aset penunggak pajak yang akurat

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan efektivitas penagihan adalah:

- Mengumpulkan data dan informasi aset wajib pajak secara internal dan
melakukan konfirmasi validitas data dan informasi tersebut ke instansi
pemilik data

- Melakukan tindakan penagihan secara persuasif melalui himbauan dan
penagihan aktif kepada Waijib Pajak dengan prioritas Waijib Pajak potensi
tinggi, dengan kemampuan bayar dan ketetapan hampir daluwarsa

- Memaksimalkan komponen penerbitan Surat Teguran
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¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang
dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan merupakan hasil dari program
yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah
dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko Kegiatan Penagihan tidak berjalan efektif. Mitigasi risiko

yang dilakukan oleh organisasi dengan Koordinasi terkait kewajiban pihak ketiga
|
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kepada pihak eksternal (khususnya Bank) dalam rangka mendukung kegiatan
penagihan.
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa
kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut antara lain:
- Kendala kondisi data penagihan terbatas yang diatasi dengan
Mengumpulkan data dan informasi aset wajib pajak secara internal dan
melakukan konfirmasi validitas data dan informasi tersebut ke instansi

pemilik data.

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
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- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mengumpulkan data dan informasi aset wajib pajak secara internal dan
melakukan konfirmasi validitas data dan informasi tersebut ke instansi
pemilik data

- Melakukan tindakan penagihan secara persuasif melalui himbauan dan
penagihan aktif kepada Wajib Pajak dengan prioritas Waijib Pajak potensi
tinggi, dengan kemampuan bayar dan ketetapan hampir daluwarsa

- Memaksimalkan komponen penerbitan Surat Teguran

14.IKU 7c-N — Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 0% 0% 0% 0% 0% 120% 120%
Capaian 0% 0% 0% 0% 0% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU
baru pada Tahun 2024. Capaian IKU KPP Pratama Maumere pada IKU ini adalah 120%
dari target 1 (satu) usulan pemeriksaan bukti permulaan. Pada Triwulan IV, KPP Pratama
Maumere sudah menyampaikan 2 (dua) usulan sehingga capaian yang didapatkan
maksimal.

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
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¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah mendukung
pencapaian kinerja yakni Penelitian atas Wajib Pajak yang melakukan tindak
pidana perpajakan dan dapat/ layak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal

tersebut antara lain:

Pendorong penurunan realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Kurang tersedianya bahan baku yang memenuhi kriteria materialitas usulan

Bukti Permulaan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
adalah:

- Analisis WP yang akan diusulkan Bukti Permulaan

- Menyampaikan usulan pra-pembahasan bukti permulaan

- Pembahasan usulan Bukti Permulaan

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai
berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan

mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan

administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
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- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan

dicapai.

o Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang
tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024
dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko yang terjadi. Mitigasi
risiko yang dilakukan oleh organisasi dengan Analisis WP yang akan diusulkan
Bukti Permulaan.

o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan
tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala kondisi bahan baku pemeriksaan yang diatasi
dengan:

- Analisis WP yang akan diusulkan Bukti Permulaan
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- Menyampaikan usulan pra-pembahasan bukti permulaan
- Pembahasan usulan Bukti Permulaan
e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Analisis WP yang akan diusulkan Bukti Permulaan
-]
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- Menyampaikan usulan pra-pembahasan bukti permulaan
- Pembahasan usulan Bukti Permulaan
15.IKU 8a-CP - Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data
potensi perpajakan
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
Realisasi 14.22%  60% 60% 72.5%  72.5% 120% 120%

Capaian  71.09% 120% 120% 90.63% 90.63% 120% 120%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Terdapat dua komponen pada IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan
dan penyediaan data potensi perpajakan yakni penyelesaian laporan pengamatan dan
penyediaan data potensi perpajakan (KPDL). Pada semester |, pelaksanaan komponen
KPDL sudah dijalankan dan mencapai capaian maksimal. Sedangkan pelaksanaan
kegiatan pengamatan baru berjalan di Semester Il karena terbatasnya sumber daya baik
personel maupun peralatan dan anggaran dalam melakukan kegiatan pengamatan.

Capaian 120% di Triwulan IV dicapai dengan mengoptimalkan setiap komponen IKU.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama [KU 2022 2023 2024
Persentase penyelesaian
Iaporan. pengamatan dar.1 120% 120% 120%
penyediaan data potensi
perpajakan

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang
telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Meminta usualan daftar sasaran pengamatan ke seksi terkait
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- Melakukan pembahasan atas usulan daftar sasaran pengamatan dari seksi
terkait
e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data
potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:
Pendorong penurunan realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan
penyediaan data potensi perpajakan

- Terbatasnya sumber daya baik personel maupun peralatan dan anggaran

dalam melakukan kegiatan pengamatan
- Perubahan anggota tim pengamatan karena adanya mutasi pegawai

- Terbatasnya SDM yg sudah mengikuti IHT/Diklat Pengamatan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan penyelesaian laporan pengamatan dan
penyediaan data potensi perpajakan adalah Memaksimalkan penggunaan sumber
daya baik itu personel maupun peralatan dan anggaran dalam melakukan kegiatan
pengamatan dengan membentuk Tim Pengamatan dan mengadakan IHT
Pengamatan

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan
data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber
daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi
adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki.
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- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan
data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh

organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi
perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas
adanya risiko yang terjadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi dengan
mengadakan IHT Pengamatan.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan
tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang
diatasi dengan:

- Memaksimalkan penggunaan sumber daya baik itu personel maupun

peralatan dan anggaran dalam melakukan kegiatan pengamatan
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- Pemanfaatan data pihak ketiga seperti data tagihan Listrik, data perizinan
investasi dll untuk penambahan WP

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya
|
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- Menyelesaikan kegiatan pengamatan di Semester |

- Memaksimalkan penggunaan sumber daya baik itu personel maupun
peralatan dan anggaran dalam melakukan kegiatan pengamatan

- Pengamatan ekonomi wilayah yang bisa dimanfaatkan KPP sendiri maupun
KPP lainnya dengan mempertimbangkan efisiensi lokasi, SDM dan biaya

- Pemanfaatan data pihak ketiga seperti data tagihan Listrik, data perizinan
investasi dll untuk penambahan WP

16. IKU 8b-CP — Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 10% 25% 25% 40% 40% 55% 55%
Realisasi 47.4% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki capaian 120%. KPP
Pratama Maumere sudah memenuhi seluruh target data regional ILAP yang waijib
disampaikan dan dilengkapi di Triwulan Il baik data utama regional maupun data regional
lainnya.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama IKU 2022 2023 2024
Persentase
penghimpunan data IKU Baru 120% 120%
regional dari ILAP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
penghimpunan data regional dari ILAP yang telah mendukung pencapaian kinerja
antara lain:

- Mengirim surat permintaan data terhadap instansi pemilik data
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- Pengiriman surat pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
dilanjutkan langsung dengan kunjungan ke instansi untuk mempercepat
proses permintaan data.

- Pengiriman surat pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi pengumpulan data regional ILAP
secara serentak pada seluruh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembata untuk mempercepat proses permintaan data

¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara
lain:
Pendorong penurunan realisasi penghimpunan data regional dari ILAP

- ILAP tidak kooperatif.

- ILAP tidak segera mengirimkan data yang diminta.

- Tidak seluruh instansi melakukan perekapan data yang mencantumkan

Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- ILAP belum mengetahui dan/ memahami implementasi coretax

pengimpunan data regional.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan p penghimpunan data regional dari ILAP adalah
- Mengirim surat permintaan data terhadap instansi pemilik data
- Menggunakan metode persuasif dalam mendekati ILAP dalam bentuk
kunjungan ke ILAP secara langsung.
- Memberikan sosialisasi terkait implementasi coretax penghimpunan data
regional dari ILAP

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah

efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
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- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan
dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP merupakan
hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait
dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai
dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko:
- ILAP tidak kooperatif dan ILAP tidak segera mengirimkan data yang diminta
dengan memitigasi risiko menggunakan metode persuasif dalam mendekati
ILAP dalam bentuk kunjungan ke ILAP secara langsung.
- Tidak seluruh instansi melakukan perekapan data yang mencantumkan
Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan ILAP belum mengetahui dan/

memahami implementasi coretax pengimpunan data regional dengan
|
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memitigasi risiko memberikan sosialisasi terkait implementasi coretax
penghimpunan data regional dari ILAP
¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa
kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan ILAP yang tidak kooperatif yang
diatasi dengan:
- Mengirimkan undangan sosialisasi kepada kepada Pemerintah Daerah Kab
Sikka, Kab Flores Timur, dan Kab. Lembata
- Mengirim surat permintaan data terhadap instansi pemilik data
- Menggunakan metode persuasif dalam mendekati ILAP dalam bentuk
kunjungan ke ILAP secara langsung.
¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
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- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program

bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Megundang perwakilan Pemerintah Daerah kab. Sikka, Kab. Flores Timur,
dan Kab. Lembata untuk diberikan Sosialisasi terkait implementasi coretax
pengimpunan data regional dari ILAP.

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab Sikka, Kab Flores Timur, dan
Kab. Lembata terkait permintaan penghimpunan data regional dari ILAP

- Membuat dan mengirimkan surat permintaan data kepada Pemerintah
Daerah Kab Sikka, Kab Flores Timur, dan Kab. Lembata.

17. IKU 9a-N - Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/IR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120% 120% 120% 111.98% 111.98% 117.49% 117.49%
Capaian 120% 120% 120% 111.98% 111.98% 117.49% 117.49%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
sudah melewati target yakni mencapai 117.49%. IKU ini terdiri dari dua komponen yakni
komponen kualitas kompetensi dan komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan KPP
Pratama Maumere. Kualitas kompetensi KPP Pratama Maumere secara keseluruhan
sudah dilaksanakan dengan optimal dan mencapai capaian 120%. Komponen
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pelaksanaan kegiatan kebintalan secara teratur terlaksana 4 (empat) bidang kebintalan
tiap triwulannya. Namun, karena terjadi pergantian Pimpinan Unit Kerja di penghujung
Triwulan 11, maka hanya terlaksana 2 bidang kebintalan dan memiliki capaian 111.98%.
b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang telah
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- Mengadakan kegiatan IHT yang dapat menunjang kompetensi pegawai

- Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Bimtek/FGD/Sosialisasi/Pelatihan

yang diadakan Kantor Pusat dan/atau Balai Diklat Keuangan
- Membuat grup diskusi pelaksanaan Ujian Kompetensi pegawai
- Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan kebintalan tiap triwulan
¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.
Hal-hal tersebut antara lain:

Pendukung keberhasilan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan
kebintalan SDM:

- SDM yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensinya
- Persiapan yang matang dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi

Pendorong penurunan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan
kebintalan SDM

- SDM yang kesadaran/keinginan yang rendah meningkatkan
kompetensinya
- Kurangnya monitoring pelaksanaan survei efektivitasi pelaksanaan
kegiatan kebintalan
Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

kebintalan SDM adalah
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- Mengadakan kegiatan IHT yang dapat menunjang kompetensi pegawai

- Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan
Bimtek/FGD/Sosialisasi/Pelatihan yang diadakan Kantor Pusat dan/atau
Balai Diklat Keuangan

- Membuat grup diskusi pelaksanaan Ujian Kompetensi pegawai

- Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan kebintalan tiap triwulan

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.
Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai
berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang
akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi
sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang

terkait dengan perpajakan.
-]
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e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada
tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Hasil ujian
kompetensi pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana tidak mencapai standar
kelulusan dengan memitigasi risiko Pembekalan pegawai dalam rangka persiapan
uji kompetensi.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat
dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi
dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala monitoring pengisian survei
pelaksanaan kebintalan yang diatasi dengan pengingat dan monitoring internal
pengisian survei pelaksanaan kebintalan.

o Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
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Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta

program bantuan langsung tunai.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mengadakan kegiatan IHT yang dapat menunjang kompetensi pegawai
Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan
Bimtek/FGD/Sosialisasi/Pelatihan yang diadakan Kantor Pusat dan/atau
Balai Diklat Keuangan

Membuat grup diskusi pelaksanaan Ujian Kompetensi pegawai

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan kebintalan tiap triwulan

18. IKU 9b-N - Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R
Target

Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
N/A N/A N/A 85% 85% 85% 85%

Realisasi N/A N/A N/A 100% 100% 90.36%  90.36%

Capaian

N/A N/A N/A 117.65% 117.65% 106.31% 106.31%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan IKU yang dilakukan perubahan target

yang sebelumnya memiliki target tahunan dan diubah menjadi target triwulanan pada

Triwulan Ill. Capaian IKU pada Triwulan Ill berdasarkan penyampaian longlist responden

dan Triwulan

IV dari Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada

responden. Pada Triwulan lll penyampaian responden sudah disampaikan sebelum

waktu yang ditentukan sehingga mendapatkan nilai maksimal. Dan pada triwulan 1V, hasil
|
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survei IPIU terkai probis Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagiha memperoleh angka
106.31%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi IKU
2023 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit 110.22% 106.31%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan pihak
pengampu dalam rangka menyiapkan daftar responden yang akan dilakukan pengisian
survei PIU sehingga masih terdapat calon responden yang tidak melakukan pengisian
survey.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja
Indeks Penilaian Integritas Unit yang telah mendukung pencapaian kinerja antara
lain:

- Meminta longlist responden kepada pengampu probis

- Menyeleksi dan menyampaikan longlist responden ke Direktorat KITSDA

- Membuat pengingat, monitoring, dan berkoordinasi dengan seluruh

pengampu probis agar calon responden dapat mengisi survei

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:
Pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit
- Kurangnya kesiapan dalam membuat longlist responden oleh setiap
pengampu probis sehingga masih terdapat calon responden yang tidak
mengisi survei
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- kurangnya koordinasi dengan pihak pengampu dalam rangka pengisian

survei PIU

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit adalah
- Menyeleksi dan menyampaikan longlist responden ke Direktorat KITSDA
- Membuat pengingat, monitoring, dan berkoordinasi dengan seluruh
pengampu probis agar calon responden dapat mengisi survei

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang
dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang
akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program
yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah
dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
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- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang
terkait dengan perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah

disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan
melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapaianya target Indeks Penilaian
Integritas Unit dengan melakukan mitigasi Pengelolaan Database Responden
survei yang berdasarkan umpan balik.

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut, yakni:

- Kurangnya kesiapan dalam membuat longlist responden oleh setiap
pengampu probis sehingga masih terdapat calon responden yang tidak
mengisi survei diatasi dengan menyeleksi dan menyampaikan longlist
responden ke Direktorat KITSDA

- Kurangnya koordinasi dengan pihak pengampu dalam rangka pengisian
survei PIU diatasi dengan Membuat pengingat, monitoring, dan
berkoordinasi dengan seluruh pengampu probis agar calon responden
dapat mengisi survei

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan

gender.
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- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Koordinasi dengan pihak pengampu dalam rangka menyiapkan daftar
responden yang akan dilakukan pengisian survei PIU

- Pengelolaan Database Responden survei yang berdasarkan umpan balik

- Menyeleksi dan memastikan longlist responden yang disampaikan

memiliki data yang valid untuk dilakukan survey.

19.IKU 9¢-N - Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen
risiko
a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024
T/R Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 23 47% 47% 70% 70% 90% 90%
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Realisasi 26.03 59.37% 59.37% 87.24% 87.24% 98.28%  98.28%
Capaian 113.19 120% 120% 120% 120% 109.19% 109.19%
Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja

Organisasi tanggal 16 Januari 2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
memiliki dua komponen yakni komponen implementasi manajemen kinerja dan
implementasi manajemen risiko. KPP Pratama Maumere mencapai capaian optimal tiap
triwulannya. Pada Triwulan IV, IKU memiliki capaian 109.19% dengan rincian penerapan
manajemen risiko mencapai indeks 50 dan penerapan manajemen kinerja mencapai
indek 48.27.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun

sebelumnya
Realisasi IKU
Nama IKU 2022 2023 2024
Indeks efektivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen 111.11% 110.97% 109.19%

risiko

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian
kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- melakukan Imbauan Manajemen Kinerja kepada seluruh Pegawai oleh
Pimpinan Unit Kerja maupun Pengelola Kinerja

- melakukan pemantauan realisasi rencana aksi mitigasi risiko yang telah
dibuat

- Melakukan Rapat DKRO beserta persiapan dokumen yang diperlukan tiap
triwulannya

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen

risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.
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Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai
berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang
akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen
risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi

sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang
terkait dengan perpajakan.

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
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Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring

pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim.

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta

program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

melakukan Imbauan Manajemen Kinerja kepada seluruh Pegawai oleh
Pimpinan Unit Kerja maupun Pengelola Kinerja

melakukan pemantauan realisasi rencana aksi mitigasi risiko yang telah
dibuat

Melakukan Rapat DKRO beserta persiapan dokumen yang diperlukan tiap

triwulannya

20. IKU 10aCP - Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
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a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/IR Q1 Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%
Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Maumere pada Aplikasi Mandor — Dashboard Kinerja
Organisasi tanggal 16 Januari 2025

Capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan
mencapai capaian maksimal 120%. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya,
capaian IKU mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Maumere dikelola dengan baik dan optimal

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi IKU
2022 2023 2024
Indeks kinerja kualitas 98.93% 100.72% o

pelaksanaan anggaran

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi
IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target
Target Target
N IKU
ama Ta:::sfg“ Tahun 2024 Tahun 2024  Realisasi
DJP RPJMN pada PK
Indeks kinerja
kualitas 95% - 100% 120%
pelaksanaan
anggaran

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
¢ Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja

kualitas pelaksanaan anggaran yang telah mendukung pencapaian kinerja antara
|
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lain Satker akan melakukan penginputan target Tahunan sesuai RO yang ada
pada satker dan melakukan pengisian realisasi capaian output sesuai ketentuan.

¢ Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang
dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis
data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan
administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan
anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang
akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari
program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program

yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi
perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah
Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang
terkait dengan perpajakan.

¢ Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna

layanan maupun penerima manfaat
|
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Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan
anggaran

- Melakukan monitoring dan evaluasi tim pengelola keuangan dan tim
pengadaan dalam pelaksanaan anggaran

- Penyesuaian Revisi Halaman Il DIPA dengan rencana penyerapan
anggaran
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B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Maumerediperoleh dari Daftar Isian Kegiatan
yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAK/L). Pelaksanaan Anggaran
di KPP Pratama Maumere berdasarkan DIPA tertuang dalam Rincian Kertas Kerja Satket T.A.
2024 dengan alokasi sebesar Rp7.568.666.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31
Desember 2024 vyaitu sebesar Rp7.249.754.190 dan terdapat sisa anggaran sebesar
Rp318.911.810.

Realisasi anggaran pada KPP Pratama Maumere yang diklasifikasikan berdasarkan

program di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

. Pagu Akhir Realisasi 2024
Uraian

2024 Anggaran Persentase
Program Pengelolaan
Penerimaan Negara

1. Ekstensifikasi Penerimaan

1,854,034,000 1,811,077,800 97.68%

1,004,664,000 1,000,292,300 99.56%

Negara

2. Pelayanan,. Komunikasi, 366,928,000 337,413,500 92.96%
dan Edukasi

3. Pengawasan dan 482,442,000 473,372,000 98.12%

Penegakan Hukum
Program Dukungan Manajemen  5,714,632,000 5,438,676,390 95.17%
1. Pengelolaan Keuangan,
BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan
SDM

Total 7,568,666,000 7,249,754,190 95.79%
Tabel 9 Realisasi Anggaran KPP Pratama Maumere pada Aplikasi OMSPAN

4,995,212,000 4,734,448,390 94.78%

719,420,000 704,228,000 97.89%

Pada tahun 2024, realisasi anggaran KPP Pratama Maumere telah digunakan secara
optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis organisasi. Demi mewujudkan Good
Governance dan Clean Government, KPP Pratama Maumere telah melaksanakan pengelolaan
keuangan negara secara transparan dan akuntabel seta telah sesuai dengan aturan dan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan negara. Setiap penggunaan anggaran diawasi dan dievaluasi
secara berkala untuk memastikan bahwa keuangan digunakan dengan tepat sasaran dan
memaksimalkan hasil yang dicapai. Dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat,
KPP Pratama Maumere mampu mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai target yang telah
ditetapkan dengan efektif dan efisien.
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C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Organisasi, KPP Pratama Maumere
telah menerapkan berbagai langkah efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya.
Dalam anggaran, KPP melakukan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat, memastikan
penggunaan dana sesuai prioritas dan terarah. Selain itu, efisiensi sumber daya manusia juga
tercapai dengan melakukan optimalisasi peningkatan kompetensi pegawai dan pengaturan kerja
yang lebih fleksibel sehingga meningkatkan produktivitas pegawai. KPP Pratama Maumere juga
sudah mengimplementasikan sistem digital dan otomatisasi proses administrasi sehingga
mempercepat pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dengan
melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, KPP Pratama Maumere tidak hanya berhasil
menjaga kualitas kinerjanya, tetapi juga mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang

ada untuk mencapai hasil yang maksimal.

D. Kinerja Lain-Lain
Pencapaian kinerja organisasi yang dicapai dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun

terakhir adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Nasional
a. Finalis Olimpiade Reformasi Perpajakan Tahun 2023 (DJP)
b. Penghargaan Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023 (DJP)
c. Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
2. Tingkat Regional
a. Kantor Pelayanan Terbaik se-Kanwil DJP Nusa Tenggara (2024)
b. Kantor Pelayanan Terbaik |l se-Kanwil DJP Nusa Tenggara (2023)
c. Penghargaan Atas Pencapaian Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun
2023
d. Penghargaan Atas Pencapaian Kinerja Melebihi Target Kepatuhan SPT Tahun 2023
e. Peringkat Ke Il Atas Capaian Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan
Tahun 2023
f. Peringkat Ke Il Atas Capaian Aktivitas Pengawasan Waijib Pajak Strategis Tahun
2023
g. Peringkat Ke | Sebagai KPP Pengemas Dokumen Perpajakan Terbaik Tahun 2024
h. Peringkat Ke | Sebagai KPP Pengemas Dokumen Perpajakan Terbaik Tahun 2023
i. Peringkat Ke | Atas Capaian PKM Pemeriksaan Terbaik Tahun 2023
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j- Peringkat | Penyusunan Makalah Terbaik Pada FGD Wajib Pajak Strategis Tahun
2023

k. Penghargaan Atas Account Representative Strategis Terbaik | Tahun 2023 A.N.
Blandina Dhone

I.  Penghargaan Atas Account Representative Strategis Terbaik li Tahun 2023 A.N.
Petrus Bhoka N.D.C.
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BAB IV PENUTUP

LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Maumere merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Banyak tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024, namun
semangat seluruh jajaran KPP Pratama Maumere tetap kokoh untuk menjalankan
program dan kegiatan demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan dan mentaati kode etik
pegawai, seluruh komponen KPP Pratama Maumere berusaha sekuat tenaga
menuntaskan semua target yang telah diamanahkan.

Hasil yang telah dicapai KPP Pratama Maumere selama tahun 2024 adalah:

1. KPP Pratama Maumere berhasil mencapai penerimaan pajak senilai 328.41
Miliyar Rupiah atau capaian sebesar 100.58%;

2. Nilai Kinerja Organisasi yang diperoleh KPP Pratama Maumere mencapai
109.11%;

3. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, terdapat 19 (sembilan belas)
IKU yang mencapai dan/atau melebihi target yang telah ditentukan;

4. Kegiatan mitigasi resiko yang dijalankan di lingkungan KPP Pratama Maumere
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko yang dapat muncul sehingga
sasaran strategis dapat tercapai dengan optimal;

5. KPP Pratama Maumere telah memanfaatkan anggaran dengan optimal, baik untuk
kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor dalam rangka
menunjang pelayanan intern maupun ekstern; dan

6. Pemanfaatan sumber daya telah dilakukan dengan optimal dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta
mengantisipasi kondisi di tahun mendatang, penting untuk menetapkan strategi yang
terfokus pada peningkatan integritas SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas agar menjadi aparat
pajak yang profesional, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi

yang pesat dan ketidakstabilan perekonomian.
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Pencapaian tahun ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan pada tahun 2025
dengan mengoptimalkan seluruh upaya dan sumber daya yang ada. Perencanaan yang
komprehensif akan mempermudah pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang

telah ditetapkan.

. __________________________________________________________________________________________|
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA MAUMERE 117





